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1.1 Latar Belakang

Pada era digital ssat im perkembangan teknologi informasi menjadi pilar
penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik hal ini juga
telah mengubah cara penyajian informisi, perkembangan e-government di Indonesia
dari aspek interoperabilitas mpﬂ intecras) sistem dan lavanan pemerintah
untuk _meningkatkan efisiensi dan  cfektivitas Perkembangan  tersebut  juga
mempermudah cara mengakses informasi. pemerintah merupakan aktor utema dalam
PGW layanan publik berbasis teknologi dan informasi, baik pemerintahan di
tingkat pusat maupun daerah, terus berupaya untuk mengimplementasikan sistern e-

government guna mempermudah interakst antara pemerintah dan masyarukat. Salah

satu bentuk implementasi e-government yang berkembang pesat adﬂ_fﬁ;'apiikasi
berbasis d@h].yang memfasiiitast pelayanon publik secarn daring, Ini mencakup
regulasi yang mendukung, standarisasi data, dan pembangunan infrastruktur
teknologi, serta kolaborasi antar lembaga pemerintah.(Kusuma dan Pribadi 2020)
MMWWMWE (PBB) tmhun 2024,
dengan menduduki peringkat ke-64 dari 193 negara anggota, naik 13 peringkat dari
posist ke-77 pada tahun 2022, Peningkatan ini mencérminkan komitmen pemerintah
dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Sejak partisipasi pertama Indonesia dalam survei ini pada tahun 2008 dengan

peringkat ke-106, posisi Indonesia sempat stagnan, berada di peringkat ke-107 pada



tahun 2018. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang SPBE, Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan:penngkat ke-88
pada tahun 2020, ke-T7 pada tahun 2022, dan mencapai peringkat ke-64 patahun
2024, Secara keseluruhan, sejak implementasi kebijakan SPBE, Indonesia telah naik
43 penngkat dolam kurun wakiu enam tohun.Selain itu, Indonesia mencatat skor
0,799] dalam E-Government Development Mu (EGDI), yang untuk pertama
kalinya menempatkannys dolam hh:pn Very H?gh E-Government Development
Index (VHEGDI). Dalam E-Participation Index, Indonesia maik dua peringkat ke
pqﬁilih-&i dengan Mﬂ,’?ﬂ-ﬁ menunjukkan pﬂﬁnm_mmpam masyarakat
dalam pemerintahan digital. Secara keseluruhan, peningkatan peringkat e-government
Indonesia ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam transformasi digital dan
upaya  berkelanjutan untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  berbasis

elektronik.(htip: menpan.go.idsiteberta-terkini/indonesia-naik- nn kat-
wmmnEun‘ev—lﬂlﬂ—mnm-nmrh-knllmm
tranéformasi-digital-pemerintah-melalui-sphe, diakses pada tanggal 25 Februari 2025)
Eﬂmﬂmmﬁh mmge!ua:_km_w regulasi untuk mendukung
interoperbilitas, termasuk peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Regulasi ini menetopkan kerangka kerja yang

jelos untuk pengembangan dan implementasi sistém e-government yang saling terhubung,
serta mendorong kolaborasi antar lembaga. Untuk mencapai interoperabilitas, penting
untuk mengembangkan standar data dan protokol yang dapat diakses oleh semua sistem.

Standarisasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih mudah dan mengurang



kesalshan dalam pengolahan data. Sebagai upaya mendukung interoperabilitas pentingnya
infrastruktur teknolog yang sangat kual. i mencakup pengembangan platform data
terbuka, sistem manajemen informasi, dan oplikasi yang mendukung pengelolszan data
infrastruktur ini harus mampu menyimpan, mengorganisiv dan memberikan akses data
secara efisien kepada semua pemangku kepentingan.Regulasi im menetapkan kerangka
kerja yang jelas untuk pengembangan #ﬁw: sistem e-government vang saling
terhubung, ser@_—m@rmg m mhmhngmm mencapal interoperabilitas,
penting untuk mengembangkan standar data dan protokal yang dapat diakses oleh semua
sm gl.ldﬂIlSﬂSl im ﬂmjﬂlgkinkan pm'tul:um iuhm }riing lebih mudah dan
mengurangi kesalahan dalam pengolahan data Untuk mendukung interoperabilitas
pem%_ﬁﬁtmklur teknelogl yang sangat kual, ini me.nmhqrw platform
data terbuka. sistem manajemen informasi, dan aplikasi yang mmmg__pmg‘élulann data
infrastruktur ini harus mampu menyimpan, mengorganisic dan memberikan akses data
smeﬁﬁmknpﬂ.dn semua pemangku kepentingan,

Fenomena e-government di Indonesia telah mengalami perkembangan yang
signifikan dulam beberapa ftahun ferakhir. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah
pemanfastan teknologi informasi oleh pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan
pelayanan publik melalui e-government, Selain itu. pemerintah Indonesia kini semakin siap

untuk ikut serta dalam membangun sistem digital vang tidak hanya mendukung tetapi juga
memudahkan penyelenggaraan pemenntahan di masa mendatang, sebagai bentuk adsptasi
terhadap perubahan dan kemajuan teknologi informasi global. Meskipun demikian,

kemajuan ini tidak terlepas dari berbagai taniangan, seperti kesenjangan dimtal serta



kurangnya infrastruktur, vang masih menjadi hambatan dalam penerapan e-government
secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperfukan upaya yang lebih
intensif dan pemerintah agar sistem e-govemment dapat berjalan secara optimal dan
inklusif bagi seluruh masyarakat. {Tasyah et al 2021)

Fenomena e-government telah menjadi bagian penting dalam modemisasi
pemerintah dapaf meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat proses
birokrasi; Selain itu, mmplementasi e-government memungkinkan mosyarakat untuk
mengakses berbagni lovanan secara daring. sehinggs dapat mengurangi antrion fisik di
kantor pemerintahan dan juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolsan data serta
sumber daya negara. Di sisi lain, penerapan e-govemment juga menghae
tantangan, terutsma dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Karena

tidak senus wilayah memiliki akses internet yang memadai, maka hal ini menyebabkan
kesenjangan digital antara dserah perkotaan don pedesaan. Selain itu, diperlukan pelatihan
haginpmhr negara agar mereka dapat mengoperasikan sistem ::I.Lgﬂp]dmgnn baik. Tak
hanyn-iﬁ:;_km,ﬁbqjupmuﬂﬁ perhatizn !almt,-,_uﬁhd:“d.n[a.pmwﬁnmh dan warga
negara harus terlindungi dori ancaman peretusan atsi penyalahgunaan. Keberhasilan e-
government sangat bergantung pada dukungan hhiiqkm.pmmntuh maupun partisipasi
oktif masvarakat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas mengenai perlindungan data,

interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi sangat diperfukan
guna meningkatkan efisiensi serfa transparansi layanan publik. Dengan demikian, seiring

dengan berkembangnva teknologi, e-government diharapksn mampu  menciptakan



pemerintahan vang lebth modern, inklusif. dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
E-government adalsh penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis.  elektronik  untuk
meningkatkan kualitss pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada,
E —pgovernment adalah pengounaon teknologi informasi yang dapat meningkatkan
hubengan antara pemerintah dengan pihak lain (penduduk, penguass, maupun instansi
lain).

Daerah lstimewa Yogyakaria, sebagsi salsh. satw provinsi di Indonesia yang
memiliki karkteristik kultural dan sosial yang khas. turut serts dalam pengembangan e-
gavernment melalui aplikast Jogia Istimewa yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) DIY.  Pemenntah Daersh Istimewa Yogyakarta telah
menetapkan kebijukan dan regulasi terkait penyelanggaraan e-government yang efektif.
efisien, dan Hlmpm'nn Regulasi yang telah ditetapkan ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pe n publik, mempercepat proses birokrasi serta mewujudkan tata kelola
pemerintzhan yang ‘berbasisi teknologi informasi dan komunikasi w dasar hukum

regulasi ¢-government mengacu pada Peraturan Gubernur Dagrahy istimewa Yogyakarta
Nummr_&? Tﬂmum yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan. dan
penilaian sistem peme: n berbasis clektronik di lingkungan pemerintah daersh upaya
ini untuk mendukung peningkatan  pelayanan [!:I:Iil: peraturan  gubemur ini
menggarishawahi pentingnya mengintegrasikan sistem digital. meningkatkan kapasitas

sumber dava manusia, dan memanfaatkan teknologi informasi. Lebih jauh, peraturan ini
menggarisbawahi pentingrya keamanan informasi, transparansi data, dan kolaborasi antar

aparatur  daersh dalam  penyelenggaraan  e-gpovernment. Diharapkan  dengan



diberlakukannya Peraturan Gubermur DIY Nomor 67 Tahun 2022, upaya transformasi
digital pemerintah dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, schingga dapast
meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi den kualitas pelayanan publik.

Interoperabilitas dalam konteks e-government merojuk pada kemampuan sistem
yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi secara efektif. Hal ini
sangat penting untuk mefastikan bahvwa layanan publik dapat dinkses dengan mudah dan
cepat oleh mw. hwmhq Mjndlf ﬁhm' kunei dalam mempercepat
digitalisasi layanan publik. Dalam proses yang rumit, seperti pengadaan barang dan jasa
pmm#elnm pﬂtﬂ‘m‘m dokumen antar_.w_m vang terintegrasi sangat
bergantung pada penggunaan format data yang teﬁh distandansasi, dimana berbagai sistem
dapat bekerja sama untuk memberikan layanan yang lebi baik kepada masydrakat, Tanps
interoperabilitas yang baik, berbagni aplikasi e-government dapal beroperasi secar
terpisah, yang mengakibatkan duplikasi usaha, inefisiensi, dan kesulitan bagi masyarakat
dalam mengakses layanan.(Schmitz dan Wimmer 2023

Interoperabilitas e-government menjadi kunci wﬂtﬁ,m:pnkmmmn pelayanan
publik yang lebih terintegrasi, cepat, dan skurat. Namun, masih banyak permasalahan
teknis dan strukiural yang menghambal tercapainya interoperabilitas yang optimal antara
berbagai aplikasi dan instansi. pemerintah. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan

Informatika DIY berinisiatif menghadirkan Tayandn aplikasi sebagal panduan destinasi
yang bisa diakses oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun luar‘wisatawan
vang berkunjung. Dalam pengimplementasian bentuk pelayanan £ —govermment dalam

layanan aplikasi, pemerintali DIY bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT Gamatechno



Indonesia pada tahun 2016 meluncurkan sebuah aplikasi berbasis omline bernama aplikasi
“logja Istimewa” Sebelum meluncurkan aplikasi Jogja Istimewa, Pemenntah Daerah
Istimewa Yogyakarta telah lebih dabuly mengembangkan berbagal macam aplikasi sebagni
platform digital. Hal ini merupakan bagian dan opaya untuk mewujudkan leyanan publik
yang lebih efektif serta memperkuat tata_kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-
government). Beberapa di.antaranya seperti website Resmi Pemda DIY (jogjaprov.go.id)
vang berfungsi sebagar media penyediaan informasi resmi.terkait pemerintahan, berita,
serta layanan publik kemudian ada Lapor Jogjs merupakan platform digital yang digunakan
unfuk pengaduan masvamkat dalam menyampaiken keluhan, kritik. atau saran terkait
peluyanan publik dan fasilitas di Daerah Istimewa Yogyvakarta

ﬁﬁr.&hg dengan perkembangan zaman dan mcningk’lﬁ:lj'_i& Mﬂmyﬁmkal
lerhndlppeh}mﬂn digital yang lebih tenntegrasi. maka Pemermiul Daemh Istimewa
Yogyakarta memutuskan untuk meluncurkan aplikasi Jogja Istimewa. Aplikasi ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sofusi dalam menggabungkan berbagai platform
digital ke dalam satu sistem yang lebih efisien untuk pelayanan publik. Dengan demikian,
masyarakat dﬂﬂ ‘mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah sekaligus
mendukung tmnsformasi digital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi Jogja Istimewa
merupakan salah sotu implementasi dan nwﬂi Daerah Istimewa Yogyakarta
yang bertujuan untuk menmgkatkan akses masyarakal terhadap informasi don layanan
publik. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur vang mencakup informasi wisata, kuliner,
pkomaodasi, dan layanan publik lainnyva. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat

memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan transparansi



dan skuntabilitas dalam pelayanan publik. Aplikasi im bertujuan untuk memberikan
kemudshan akses bagi masvarakal dalam mendapatkan layanan publik dari berbagai
instansi pemerintah di DIY, pelayanan publik berbasis digital yang menjadi tujuan oleh
pemerintah kota Yogyakarta yaitu berbentuk e-government tentu tidak akan berhasil tanpa
adanya andil oleh Dinos Komunikasi Informatika dan Persandian kota Yogyakarta yang
telsh membuat dan mensesialisasikan kepady masyarakal. Meskipun aplikasi ini sudah
diimplementasikan, masih terdapat tantangan terkait inferoperabilitas antara sistem yang
berbeda, baik dalum hal pertuknran dats, integrasi antar aplikasi, serta keterhubungan
sistem yang ada dalam lingkup pemerintahan.

Aplikasi ini telah memberikan manfaat signifikan dalasm menyediakan layanan
publik secara digital, namun masih terdapat berbagai kendala yang peru diatasi agar
interoperabilitssnya dapat berjalan lebth optimal. Adapun beberapa tantangan utama yang
diidentifikasi mencakup baik fragmentasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
keterbatzsan dalam integrasi layanan, maupun kurangnya standarisasi format data serta
pembaruan informasi secara real-time. Selain itu, hambatan teknis dalam pertukaran data,
terutama dalam penggunaan format JSON(JavaScript Nofation) dan API Application
ngmnﬂﬁiﬂ;%iﬂukhtﬂﬁhl antar sistem, menjadi salah satu kendala utama
dalam mencapai interoperabilitas. yang lmhhﬂ.lmmmg itw, kurangnya koordinasi
ontara OPD dalam memastikan data diperbarul Secara berkala juga berdampak pada

keterlambatan dalam penyediaan layanan yang akurat bag masyarakat.



Berdasarkan observasi awal penelitian dan informasi dan informan Diskominfo
DIY masih terdapat beberapa kekurangan yang ada dalam penerapan aplikasi Jogja
Istimewa sebagai berikut

“Memurut Andika Widhi, 5T, Penata Kelola Sixtem dan Telnologi

Informasi, salah satu lantongon wioma vamg dihadapl dalam  penerapan
apfikasi ind adalah frogmentgsi dota antar Organisasi Perangkol Daerah
(P, Dm.a dari bw‘bu@"ﬂm belm sepemuhnva terintegrasi dengan

baik, xel - mengwm dmteroperabilitas lavanan publik vang
lebih mxaa’mlﬁ luyeman yang seharusnya datanva bisa langsung
digksies oleh EH!H m tapy kavena m ada sistem pang benar-benar
w:mg mﬁ.ﬂr m Reterni vl ﬁaﬂ‘ﬂt mhrkan Proses imtegrasi
el m W Jebify foonfuat d'r!lﬂﬂﬂ‘ BPD  tevkait.,”  Thasil
umlmnmﬁngun Andika ﬁ"imﬂhﬁu f Kelofa  Sistem
dan Teknabogs Informasi pada 13 Juwfm

Berdasarkan observasi awal don wawancara dﬂngmﬁhﬂm DIY. masih
terdapat sejumlah permasalahan dalam penerapan aplikasi Jﬁﬁﬁw ferutama dalam
:l.spel: wmxs antur sistem layanan publik. Tantangan seperti fragmentasi data

antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan dalam integrasi layanan digital,
m‘hl:rmm“m dun standarisasi format data m:.kknn hhpa sistem yang
dibangun belum sepenuhnya terintegrasi dan berfungst mqhmﬂk Hal ini berdampak
langlln:hg pada efisiensi dan kualitas pelayanan publik digital vang diberikan kepada
masymm.

‘Menurut keterangan informan dari Diskominfo DIY, data dari berbagai OPD belum
terhubung secarn olomatis dan resf-time, xei:uw m dibutuhkan proses integrasi
maral yang menyulitkan kinegja - instansi, Di sisi h:m, rendahnya literosi digital
masyarokat dan minimnya sosialisast ferkail pemunfaatan oplikasi Jogja Istimewa juga
menjadi faktor yang memperlambat adopsi teknologi ini secara luas. Dengan latar belakang
tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi tinglkat
interoperabilitas yang telah dicapai aplikasi Jogja Istimewa. sekaligus mengidentifikasi
kendala teknis dan kelembagaan yang dihadapi dalam pengembangan sistem e-government



yang terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam
pengembangan teori interoperabilitas, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah
dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital di Daerah Istimewa
Yogyakarta Oleh karena itu. peneliti tertarik mengambil judul Interoperabilitas e -
government Dalam Pelayanan Publik Studi Kasus: Aplikasi Jogja Istimewa di Diskominfo
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mengkaji tentang tingkat interoperabilitas
ﬂL!;ﬂ*ﬂ-’mmrﬂ'rhlmﬂlﬂlllﬁﬂnﬂlﬂ-gwl!i wal, khusust ya yang terkait dengan pelayunan

pelayanan publik di Daerah Istimews Yogyakarta. serta mengidentifikasi
bagaimana aplikasi ini terintegrasi dengan sistern lain dalam e-govemnment.



2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan vang dihadapi dalam
mencapai interoperabilitas e-governmient, khususnya dalam konteks aplikasi Jogja

. | rekome ndast tﬂkﬂil

; as dalam  aplikasi Jogja
l|-=||-':

d.lbﬂl'lk.l.nlﬂﬂh nemeriniah dasrah

berbasis teknologi, khususnya dalam konteks E-government di Diskominfo DIY.

11



1.5 Sistematika BAB
Sistematika BAB dalam penelitisn ini sangal penting karena penyusunan BAB
harus memiliki sistematika dun logis guna membantu perbaca memahami isi BAB dengan

12



	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _001.pdf (p.1)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _002.pdf (p.2)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _003.pdf (p.3)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _004.pdf (p.4)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _005.pdf (p.5)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _006.pdf (p.6)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _007.pdf (p.7)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _008.pdf (p.8)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _009.pdf (p.9)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _010.pdf (p.10)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _011.pdf (p.11)
	Revisi -  Bab1 - Fidela Risna _012.pdf (p.12)

